
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS DALAM 

PENGELOLAAN KEUANGAN MAUPUN MANAJEMEN KOPERASI 

 

Pertanggungjawaban pengurus dalam pengelolaan keuang-an maupun 

manajemen koperasi, tidak terlepas dari aspek manajemen dan hukum terhadap 

pengelolaan koperasi itu sendiri. Manajemen dapat di definisikan, sebagai berikut: 

Management as the process of coordinating work activities so that they are completed efficiently 

and effectively with and trough other people. Artinya, Manajemen adalah sebuah proses 

koordinasi aktivitas pekerjaan sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan 

efektif dan efisien dengan menggunakan bantuan/melalui orang lain. Yang 

dimaksud orang lain disini mempunyai arti yang sangat luas, karena dapat berupa 

bantuan dalam wujud pikiran, tenaga dan dapat pula karena intuisinya.  

Koperasi secara definisi, menurut UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan 

hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk 

dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, 

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Sedangkan menurut UU No. 

25/1992, Koperasi didefinisikan sebagai: Badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang, atau Badan Hukum Koperasi, dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan azas kekeluargaan. 

Dengan demikian Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. 

Dalam manajemen Koperasi ada tiga unsur utama atau perangkat organisasi 

Koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus dan badan pengawas. 

1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.  

2. Pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota. 

3. Badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan 

amanah rapat anggota.  



Dari ketiga unsur manajemen Koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang 

paling memegang peranan. Oleh karena itu pengurus haruslah mereka yang memiliki 

kemampuan dan komitmen yang tinggi, dalam memajukan Koperasi.  

Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara professional. Sehingga 

pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas 

organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara 

pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau 

permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam 

Ayat 1 Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992, antara lain yang berhubungan dengan 

pengelolaan keuangan adalah: 

1. Mengelola Koperasi dan usahanya. 

2. Mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

Koperasi (RAPBK).  

3. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.  

4. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.  

Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen 

Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan 

pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan 

yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, 

yaitu sebagai pemilik sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi. 

Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara professional. Sehingga 

pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas 

organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara 

pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan atau 

permodalan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam 

Ayat 1 Pasal 30 UU No.25 Tahun 1992. 

Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen 

Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan 

pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan 



yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, 

yaitu sebagai pemilik sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi. 

Sebagai pemilik, anggota memiliki keterikatan dan kewajiban untuk mengawasi 

jalannya usaha. Oleh karena itu pengawasan dari anggota akan lebih efektif 

dibandingkan pengawasan oleh badan pengawas, karena anggotalah yang 

merasakan pelayanan yang diberikan, sehingga dapat langsung merasakan 

bagaimana jalannya usaha Koperasi. Anggota dapat merasakan apakah kinerja 

pengurus sudah sesuai dengan amanah rapat anggota atau justru menyimpang dari 

amanah. Minimalisasi penggunaan modal merupakan cara untuk mencapai tujuan 

manajemen keuangan dalam Koperasi. Minimalisasi penggunaan modal dapat 

memaksimalkan profit atau SHU dan pada akhirnya dapat memaksimalkan 

kesejahteraan anggota. SHU dan kesejahteraan anggota yang meningkat dapat 

menambah kepercayaan pihak ketiga (kreditur) terhadap koperasi. 


